BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah.

a. Penerapan SLF di Kota Bandung secara umum setelah diterbitkannya Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan
Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu
dievaluasi bahwa peningkatan masih belum begitu signifikan pada SLF yang
telah terdaftar.

b. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor dimiliki, beberapa diantaranya menjadi
prioritas pada penerapan SLF di Kota Bandung yaitu kriteria eksternal sangat
berpengaruh dan menjadi perhatian paling tinggi dalam strategi penerapan SLF
di Kota Bandung. Dengan begitu faktor-faktor yang penting adalah
“keberadaan kebutuhan SLF sebagai persyaratan dari pihak lain”, “kesadaran
pemilik/pengelola gedung masih kurang”, dan “tidak memahami manfaat dari
SLF bagi bangunan gedung”.

c. Upaya untuk mendorong penerapan SLF oleh Pemerintah Kota Bandung dapat
melibatkan strategi sosialisasi terutama kepada pemilik atau pengelola
bangunan gedung. Hal ini juga mencakup peningkatan pemahaman mengenai
manfaat SLF bagi bangunan gedung. Pendekatan yang dapat ditempuh dalam
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melibatkan kolaborasi dengan
sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penerapan SLF.
Strategi yang dapat diterapkan seperti berikut:

1. Tingkatkan penegakan peraturan terkait SLF untuk memastikan bahwa

semua properti memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang
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ditetapkan. Lakukan audit rutin terhadap properti-properti di Kota
Bandung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan SLF.

2. Berlakukan sanksi yang tegas terhadap pemilik properti yang tidak
mematuhi peraturan. Pertimbangkan pencabutan izin yang dimiliki oleh
pemilik properti yang secara berulang melanggar peraturan SLF.

3. Evaluasi dan perbarui prosedur perizinan untuk mendapatkan SLF agar
lebih mudah dipahami dan diakses oleh pemilik properti. Identifikasi
dan hapus langkah-langkah yang tidak perlu atau menghambat proses.

4. Percepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital dan
meminimalkan birokrasi yang tidak perlu. Terapkan sistem perizinan
online untuk mempercepat dan memudahkan pemrosesan permohonan
SLF.

5. Dukung pemilik properti dengan memberikan panduan praktis untuk
memenuhi persyaratan SLF. Buat materi edukatif, baik dalam bentuk
cetak maupun digital, untuk memberikan informasi yang komprehensif
mengenai persyaratan SLF.

5.2 Saran

Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap penerapan SLF di Kota Bandung,
mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung
yang telah dikeluarkan. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat lebih
mendalam dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga
dapat menemukan strategi penerapan SLF yang lebih optimal. Meskipun terdapat
keterbatasan waktu dan sumber daya, hasil analisis penelitian ini terfokus pada
identifikasi dan pemetaan faktor-faktor secara umum, serta adanya perbedaan

dengan kondisi yang ada.
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